WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 329 /KPTS/DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN

NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi dan

Mengingat

kepastian hukum bagi masyarakat penerima layanan perizinan
dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, perlu disusun Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota agar memiliki
landasan dan kepastian hukum,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palembang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

5. Peraturan.....



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-2 .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

7. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022
Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Wali Kota ini.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
ber-KBLI;

b. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Non KBLI;

c. Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha; dan

d. Standar Operasional Prosedur Non Perizinan.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA digunakan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

: Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan

Walikota Palembang Nomor 297/KPTS/DPM-PTSP/2019 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal § geplem her 2024
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 329 /KPTS/DPMPTSP/2024
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA PALEMBANG

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Standar Operasional Prosedur perizinan berusaha berbasis resiko ber-KBLI:

1.
2.

3.

2.

3.

4.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi
dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Kelautan dan Perikanan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi
dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Pertanian

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi
dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi
dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Perindustrian

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Tinggi Sektor
Perdagangan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi
dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Transportasi

. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi

dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Kesehatan

. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi

dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Ketenagakerjaan

. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Tinggi Sektor

Koperasi

Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Non KBLI:
1.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sektor
Pertanian

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sektor
Perdagangan

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sektor
Kesehatan

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sektor
Pekerjaan Umum

C. Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha:

WONO G RN

Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan
Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (STPLKS)

Izin Penyimpanan Kendaraan (Pool)

Izin Insidentil

Izin Dispensasi

Izin Trayek

[zin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Aplikasi SIMBG
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk
Kegiatan Non berusaha

10. Izin Penimbunan Lahan
11. Izin Pemanfaatan Jalan Kota Utilitas

12. Izin...



12. 1zin Penyelenggaraan Reklame

13. Izin Operasional Pendidikan sekolah swasta
14. Izin Operasional Pendidikan Non Formal

15. Izin Penelitian

. Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha:

1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) untuk Kegiatan Non
Berusaha

Rekomendasi untuk Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Rekomendasi untuk Izin Pembangunan Pelabuhan Danau
Rekomendasi untuk Izin Pembangunan Pelabuhan

Rekomendasi untuk [zin Pengoperasian Pelabuhan

Rekomendasi untuk Izin Salvage dan Pengerjaan Bawah Air
Rekomendasi untuk Izin Pengelolaan Terminal Khusus untuk Kepentingan
Sendiri

Rekomendasi untuk Izin Penggunaan Perairan Pelabuhan
Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan

NoukwN

© o

Pemerintah...
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif i
Disahkan oleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

P,

Ir. H. Gunawan, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

© Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat
Risiko Tinggi Sektor Pertanian

Nama SOP

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kelauatan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

1. Memiliki kemampuan pelayanan

2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko.

4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. Lembaga 0SS 1. KTP/NIK
2. DPMPTSP Kota Palembang 2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang 3. NPWP
4. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Lainnya Terkait Perizinan 4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur.....




Prosedur - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Pertanian

-6-

Pelaksana (aktor) Mutu Baku Ket.
No. . Lembaga Perangkat
Aktivitas vo_..w_ A_v_“,o.: 0SS/ Daerah/ | Verifikator | Kepala
_._MM_,“ Aplikasi Dinas DPMPTSP | ppPMPTSP Kelengkapan waktu Output
0SS Teknis
1. Komputer Informasi
1. | Mencariinformasi mengenai persyaratan dan — 2. Jaringan Internet/Wif Pendataran
(elengkapan berkas. (el Jers{ | 3. Aplikasi 0SS
- Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang m Mﬁﬂﬂﬂmmsm WHH%MM_“__“M%:_A
belum ada Hak Akses), Tidak 3. Data Modal Kerja dan Izin belum
- Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang 4 NPWP terbit / Serfiikat
p | Dammendalar 000 o 7 v 5. KBLI 2020 Standar belum
_ - Melakuxan inpu usana, . 6. Persyaratan Perizinan terverifikasi
- Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai FY'Y Dasar
dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan; 7 Data Administrasi
- Menggunggah dokumen pemenuhan ,
atan terhadap perizinan yang diajukan 8. Data Teknis
persyar apPp yang diajukan. 9. Dokumen lainnya
1. Komputer 7 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jaringan Internst/Wifi Terverifikasi
3 melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Tidek"\_va 3. Aplikasi OSS
. kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi < 4. Kendaraan
dan teknis yang di unggah pelaku usaha. Operasional
Verifikator DPMPTSP melakukan verifikasi dan : 1. Komputer 30 menit | Persetujuan
4 validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi dari Tidak \ ~ Y 2. Jaringan Internet/Wifi Perizinan
. Perangkat Daerah Teknis Terkait. < 3. Aplikasi 0SS
. . 1. Komputer 30menit | lzin Terbit/ SS
Kepata DPMPTSP melakukan validasi persetujuan _M 2 Jari . s
L : . Jaringan Internet/Wifi Terverifikasi
5. | dan penerbitan izin / sertifikat standar. wuull_ 3. Aplikasi 0SS
1. Komputer NIB dan Sertifikat | NIB dan izin/
6 Pemohon mengunduh dan mencetak secara Dwm_m o e 2. Jaringan Internet/Wifi Standar / lzin Sertifikat Standar
. mandiri NIB dan Izin / Serfifikat Standar yang terbit 3. Aplikasi OSS sebagai lzin Usaha
4. Printer
Total Waktu 10 hari kerja

Pemerintah.....
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

I

Ir. H. Gunawan, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

Nama SOP . Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat

Risiko Tinggi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; : . .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada berusaha berbasis risiko.
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. Lembaga OSS 1. KTP/NIK
2. DPMPTSP Kota Palembang 2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang 3. NPWP
4 Perangkat Daerah/Dinas Teknis Lainnya Terkait Perizinan 4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur.....
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Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelaksana {aktor) Mutu Baku Ket.
No. .. Pemohon | Lembaga | Perangkat
Aktivitas Pelaku 0SS/ Daerah/ | Verifikator | Kepaia Kelenak " Outout
Uaapy | Avikasi Dinas | DPMPTSP | ppprsp elengkapan waktu utpu
0SS Teknis
1. Komputer Informasi
1. | Mencari informasi mengenai persyaratan dan , 2. Jaringan Internet/Wifi Pendataran
Mul Lo
kelengkapan berkas. (Mol e ] 3. Aplikasi 0SS
- Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang M M.Ez_x WM& ZOBQ_H_._ME_»
belum ada Hak Akses); _ - Aamat usaha rusaha (NIB)
_ < Tidak 3. Data Modal Kerja dan Izin belum
- Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang 4 NPWP terbit/ Sertifikat
baru mendafter OSS); y va 5. KBLI 2020 Standr belum
2 - Melakukan input data usaha; _ F— . . ardel
- Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai FYy ® mmwmmﬂama: rerinan torveriias
dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan; 7 Data Administrasi
- Menggunggah dokumen mm..:m:::m: N m. Data Teknis
persyaratan terhadap perizinan yang diajukan. m. Dokumen lainnya
1. Komputer 14 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jaringan Internet/Wifi Terverifikasi
3 melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Tidak "\ Ya 3. Aplikasi 0SS
, kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi 4. Kendaraan
<
dan teknis yang di unggah pelaku usaha. Operasional
Verifikator DPMPTSP melakukan verifikasi dan : 1. Komputer I menit | Persetujuan
4 validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi dari Tidak \ NG 2. Jaringan Internet/Wifi Perizinan
. Perangkat Daerah Teknis Terkait < 3. Aplikasi 0SS
. . 1. Komputer 30 menit zin Terbit/ S5
Kepala DPMPTSP melakukan validasi persetujuan Y ) ) o
5. | dan penerbitan izin/ sertiikat standar. _Hu 2 %ﬂ_"”%&mﬁmﬂaﬂ\é; Terverifikasi
1. Komputer NIB dan Sertfikat | NIB danlzin/
Pemohon mengunduh dan mencetak secara Seioeal 4 2. Jaringan internet/Wifi Standar/ Izin Sertifikat Standar
6. _
mandiri NIB dan Izin / Sertifikat Standar yang terbit 3. Aplikasi OSS sebagai lzin Usaha
4. Printer
Total Waktu 15 hari kerja

Pemerintah....
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Nomor :
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi ;
Tgl. Efektif :
Disahkanoleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<

Ir. H. Gunawan, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

Nama SOP © Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat
Risiko Tinggi Sektor Perindustrian

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang | 1 memiliki kemampuan pelayanan

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada berusaha berbasis risiko.
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan

4. Memiliki keteliian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. Lembaga OSS 1. KTPINIK
2. DPMPTSP Kota Palembang 2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. Dinas Perindustrian Kota Palembang 3. NPWP
4. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Lainnya Terkait Perizinan 4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi 0SS
6. KBLI 2020

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur....
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Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Perindustrian

Pelaksana (aktor) Mutu Baku Ket.
No. . P Lembaga | Perangkat
Aktivitas emokion / 0ss/ Daerah/ | Verifikator | Kepala
__u_w_“__““ Aplikasi | Dinas | DPMPTSP | ppyprsp Kelengkapan waktu Output
0SS Teknis
1. Komputer Informasi
1. | Mencari informasi mengenai persyaratan dan . 2. Jaringan Internet/Wif Pendataran
[ mul T.lv_ _ b
kelengkapan berkas. ulai 3. Aplikasi 0SS
- Melakukan pendaftaran Hak Akses {untuk yang m M_Mﬂuh”mmjm W%WM”HM_M___MWE:
belum ada Hak Akses) Tidek 3. Data Modal Keria dan Izin belum
- Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang 4 NPWP terbit / Serffikat
) _w_mﬁ_: n,ﬂ_amnm mwwh . y Ya 5. KBLI 2020 Standar belum
+ | - Melakukan input dala usana, . I 6. Persyaratan Perizinan terverifikasi
- Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai Y'Y Dasar
dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan; 7 Data Administrasi
- Menggunggah dokumen pemenuhan m. Data Teknis
persyaratan terhadap perizinan yang digjukan. m” Dokumen lainnya
1. Komputer 14 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jaringan Internet/Wif Terverifikasi
3 melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap 3. Aplikasi 0SS
) kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi 4. Kendaraan
dan teknis yang di unggah pelaku usaha. Operasional
Verifikator DPMPTSP melakukan verifikasi dan 1. Komputer 30 menit Persetujuan
4 validasi terhadap hasit verifikasifrekomendasi dari Tidak 2. Jaringan Internet/\Wif Perizinan
' Perangkat Daerah Teknis Terkait. < 3. Aplikasi 0SS
N . 1. Komputer 30 menit | Izin Terbit/ SS
Kepala DPMPTSP melakukan validasi persetujuan ) . oy
5. | dan penerbitan izin/ sertifikat standar. _IL|u w %ﬂ”mm:ﬁ_v:m»m:_m%a Terverifiasi
1. Komputer NIB dan Sertifikat | NIB dan lzin/
6 Pemohon mengunduh dan mencetak secara @n 2. Jaringan Internet/Wifi Standar/ 1zin Sertifikat Standar
" | mandiri NIB dan Izin / Sertifikat Standar yang terbit 3. Aplikasi 0SS sebagai Izin Usaha
4. Printer
Total Waktu 20 hari kerja

Pemerintah....
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

_

Nomor :

Tgl. Pembuatan :

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif :

Disahkan oleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ir. H. Gunawan, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

Nama SOP . Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Tinggi

Sektor Perdagangan

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; ' . o
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap berusaha berbasis risiko.
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Perubahannya. 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan
1. Lembaga OSS 1. KTPNIK
2. DPMPTSP Kota Palermbang | 2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. Dinas Perdagangan Kota Palembang _ 3. NPWP
4, Perangkat Daerah/Dinas Teknis Lainnya Terkait Perizinan | 4, Komputer dan printer.
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur....




Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Tinggi Sektor Perdagangan

-12-

Pelaksana (aktor) Mutu Baku Ket
No. . Pemohon [ Lembaga | Perangkat
Aktivitas m_.,_.a_v ros oss/ Daerah/ | Verifikator | Kepala
onn | Aplikasi | Dinas | DPMPTSP | pppTSP Kelengkapan waktu Output
0ss Teknis
1. Komputer Informasi
1. | Mencari informasi mengenai persyaratan dan . 2. Jaringan Internet/Wifi Pendataran
kelengkapan berkas, [l Jers] | 3. Aplikasi 0SS
- Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang m M_.wﬂuﬁ_ __A_mm__m Mwumﬂnuw_m__mw_:x
belum ada Hak Akses}); Tidak . : _
- Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang : M mwﬁw\_o%_ Kerja ”_ﬂ_..“u: belum
baru mendaftar OSS); r va m. KBLI 2020 er!
2. | - Melakukan input data usaha; [ 6 Persvaratan Perizinan
- Melakukan proses Perizinan Berusaha sesua FY'y ' Das m<q
dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan; 7 Data Administrasi
- Menggunggah dokumen pemenuhan m. Data Teknis
persyaratan terhadap perizinan yang digjukan. o. Dokumen lainnya
1. Komputer 14 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jeringan Internet/\Wifi Terverifikasi
3 melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap z%‘/: 3. Aplikasi 0SS
. kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi < 4. Kendaraan
dan teknis yang di unggah pelaku usaha. Operasional
Verifikator DPPMPTSP melakukan verifikasi dan . 1. Komputer 30 menit | Persetujuan
4 validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi dari Tidak \ AN 2. Jaringan Internet/Wifi Perizinan
. Perangkat Daerah Teknis Terkait. < 3. Aplikasi 0SS
Kepala DPMPTSP melakukan validasi persetujuan M .__83352_ termetWif 30 menit lzin Terbit
5. | dan penerbitan izin/ sertifikat standar. _Hu 3 ﬂﬁwwﬁommsm :
1. Komputer NIB dan Izin NIB dan lzin sebagai
6 Pemohon mengunduh dan mencetak secara @A 2. Jaringan Internet/Wifi Izin Usaha
A mandiri NIB dan izin / Sertifikat Standar yang terbit 3. Aplikasi 0SS
4. Printer
Total Wakiu 20 hari kerja

Pemerintah....
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor ;
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. H. Gunawan, M.TP

Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat

Nama SOP ;
Risiko Tinggi Sektor Transportasi

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

w

1. Memiliki kemampuan pelayanan

2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko.

4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. Lembaga OSS 1. KTP/NIK
2. DPMPTSP Kota Palembang 2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. Dinas Perhubungan Kota Palembang 3. NPWP
4. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait Perizinan 4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi 0SS
6. KBLI 2020

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur....
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Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Transportasi

Pelaksana (aktor) Mutu Baku Ket.
No. . Pemohon / Lembaga | Perangkat
Akitas Pelaku 0SS/ Daerah/ T | Kepala Kelengkapan waktu OQutput
Aplikasi Dinas DPMPTS? | ppmpTSP ghap
Usaha 0SS Teknis
1. Komputer Informasi
1. | Mencariinformasi mengenai persyaratan dan - 2. Jaringan InternetWifi Pendataran
kelengkapan berkzs. (ki e ] 3. Apliasi 0SS
- Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang 1. KTP/NIK Draft Nomor Induk
belum ada Hak Akses): 2. Alamat usaha Berusaha (NIB)
um ada Hak Akses). Tidek 3. Data Modal Kerja dan zin belum
- Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang 4 NPWP terbit/ Sertifikat
baru mendaftar 0SS); v Ya ’
! ) 5. KBLI 2020 Standar belum
2 - Melakukan input data ___m_msm_ _ El 6. Persyaratan Perizinan terverifikasi
- Melakukan proses Perizinan Berusaha sesual Ad Dasar
dengan Bidang Usaha/KBLI yang digjukan; 7. Data Administrasi
- Menggunggah dokumen pemenuhan m. Data Teknis
persyaratan terhadap perizinan yang digjukan. o. Dokumen lainnya
1. Komputer 7 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jaringan Internet/Wifi Terverifikasi
3 | melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Tidsk "\ va 3. Aplikasi OSS
' kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi < 4. Kendaraan
dan teknig yang di unggah pelaku usaha. Operasional
Verifikator DPMPTSP melakukan verifikasi dan 1. Komputer 30 menit Persetujuan
4 validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi dari Tidak \ / Yp 2. Jaringan Internet/Wifi Perizinan
. Perangkat Daerah Teknis Terkait. < 3. Aplikasi 0SS
. . 1. Komputer 30 menit Izin Terbit/ $S
Kepala DPMPTSP melakukan validasi persetujuan _ . o
5. dan penerbitan izin / sertifikat standar. _IL||r|_ w %ﬂnmmﬁ_ﬁ_umﬁmsmqéa Terverifikasi
1. Komputer NIB dan Sertifikat | NIB dan izin /
6 Pemohon mengunduh dan mencetak mmom_a Dmm_ poorm DA 2. Jaringan Internet/Wifi Standar / 1zin Sertifikat Standar
mandiri NIB dan izin / Sertifikat Standar yang terbit 3. Aplikasi OSS sebagai |zin Usaha
4. Printer
Total Waktu 10 hari kerja

Pemerintah....
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. H. Gunawan, M.TP

Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat
Risiko Tinggi Sektor Kesehatan

Nama SOP

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
3

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; . Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada berusaha berbasis risiko.
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer,
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan
1. Lembaga OSS 1. KTP/NIK
2. DPMPTSP Kota Palembang 2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. Dinas Kesehatan Kota Palembang 3. NPWP
4. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Lainnya Terkait Perizinan 4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur....




Prosedur : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Kesehatan

-16-

Pelaksana (aktor) Mutu Baku Ket.
No. . Lembaga | Perangkat
Aldvuas 1M.=Mﬂ_ﬁ_= _ 0SS/ Daerah/ Yofiater | Kepala Kelengkapan waktu Output
Usas Apiikasi Dinas | DPMPTSP | ppyprsp gkap
0SS Teknis
1. Komputer Informasi
1. | Mencari informasi mengenai persyaratan dan . 2. Jaringan Internet/Wif Pendataran
kelengkapan berkas. (Mol Jarsl | 3. Aplikasi 0SS
- Melakukan pendafiaran Hak Akses (untuk yang w KTPNIK Draft Zmao_u_“mn:x
belum ada Hak Akses): . . Alamat usaha wm:_mm a {NIB)
. . Tidak 3. DataModal Kerja dan |zin belum
- Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang 4 NPWP terbit / Serifikat
baru mendaftar O5S) L va 5. KBLI 2020 Standar belum
2. | - Melakukan input data usaha; _ == ‘ . i
- Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai _ﬁ 7 3 > mﬂ«%&&% penzinan ek
dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan; 7. Data Administrasi
- Menggunggah dokumen “._m.am:%m: . 8. Data Teknis
persyaratan terhadap perizinan yang diajukan. 9. Dokumen lainnya
1. Komputer 20 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jaringan Internet/Wifi Terverifikasi
3 melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap :%K s 3. Aplikasi OSS
) kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi < 4. Kendaraan
dan teknis yang di unggah pelaku usaha. Operasional
Verifikator DPMPTSP melakukan verifikasi dan . 1. Komputer 30 menit Persetujuan
4 validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi dari Tidak \ / Ya 2. Jaringan Internet/Wifi Perizinan
) Perangkat Daerah Teknis Terkait. < 3. Aplikasi 0SS
I . 1. Komputer 30 menit Izin Terbit/ SS
Kepala DPMPTSP melakukan validasi persetujuan _I|L . . P
I . 2. Jaringan internet/Wifi Terverifikasi
5. | dan penerbitan izin / sertifikat standar. Pll_ 3. Aplikasi 0SS
1. Komputer NIB dan Sertifikat | NIB dan lzin /
6 Pemohon mengunduh dan mencetak secara Dmam&_, < 2. Jaringan Internet/Wifi Standar / Izin Sertifikat Standar
’ mandiri NIB dan lzin / Sertifikat Standar yang terbit 3 >u.=xmm_ 0ss sebagai |zin Usaha
4. Printer
Total Waktu 25 hari kerja

Pemerintah....
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A

Ir. H. Gunawan, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat

Nama SOP .
Risiko Tinggi Sektor Ketenagakerjaan

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; : . .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan
4, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau berusaha berbasis risiko.
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan. 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan
1. Lembaga OSS 1. KTPNIK
2. DPMPTSP Kota Palembang 2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 3. NPWP
4. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Lainnya Terkait Perizinan 4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi 0SS
6. KBLI 2020
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur....
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Prosedur ; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tingkat Risiko Tinggi Sektor Ketenagakerjaan

Pelaksana (aktor) Mutu Baku Ket.
No. . Pemoh Lembaga | Perangkat
Aktivitas oo _.o_: 0SS/ Daerah/ | Verifikstor | Kepala Kelenck " Outout
cmm.”:“ Aplikasi Dinas | DPMPTSP | ppmpTsp elengkapan vaktu tpu
0SS Teknis
1. Komputer informasi
1. | Mencari informasi mengenai persyaratan dan . 2. Jaringan Internet/Wif Pendataran
kelengkapan berkas. [(Matai jers] | 3. Aplikasi 0SS
- Melakukan pendaftaran Hak Akses (untuk yang m Mwﬂ“whﬂmmsm memm_%msﬁb__%cx
belum ada _.._mw Akses), Tidak 3. Data Modal Kerja dan lzin belum
- Melakukan input data pelaku usaha (untuk yang 4 NPWP terbit / Sertifikat
) pary mendaftar 05 e v va 5, KBLI 2020 Standar belum
© | 7 veakxaninput tata usang, \ LI 6. Persyaratan Perizinan terverifikasi
- Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai Fy'y Dasar
dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan; 7 Data Administrasi
- Menggunggah dokumen pemenuhan m. Data Teknis
persyaratan terhadap perizinan yang digjukan. @. Dokumen lainnya
. 1. Komputer 7 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jaringan Internet/Wifi Terverifikasi
3 melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap j&‘/ﬁ 3. Aplikasi OSS
) kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi < 4. Kendaraan
dan teknis yang di unggah pelaku usaha. Operasional
Verifikator DPMPTSP melakukan verifikasi dan y 1. Komputer 3 menit | Persetujuan
4 validasi terhadap hasil verifikasifrekomendasi dari Tidak \ N 2. Jaringan Internet/\Wifi Perizinan
' Perangkat Daerah Teknis Terkait. < 3. Aplikasi OSS
T . 1. Komputer 3) menit {zin Terbit/ SS
Kepala DPMPTSP melakukan validasi persetujuan Y X . e
5. | dan penerbitan izin / sertiikat siandar. )2 e e Terverifikasi
1. Komputer NIB dan Sertifikat | NIB danlzin/
6 Pemohon mengunduh dan mencetak secara Uw prrverss D 2. Jaringan Internat/Wifi Standar / lzin Sertifikat Standar
" { mandiri NIB dan Izin/ Sertifikat Standar yang terbit 3. Aplikasi OSS sebagai lzin Usaha
4, Printer
Total Waktu 10 harikerja

Pemerintah....
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. H. Gunawan, M.TP

Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

Nama SOP . Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Tinggi

Sektor Koperasi

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; : o
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan
4. Keputusan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berusaha berbasis risiko.
Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi. 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. Lembaga OSS 1. KTP/NIK
2. DPMPTSP Kota Palermbang 2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang 3. NPWP
4. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Lainnya Terkait Perizinan 4, Komputer dan printer.
5. Aplikasi 0SS
6. KBLI 2020
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur....




Prosedur ; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Tinggi Sektor Koperas

-20-

Pelaksana (aktor) Mutu Baku Ket
No. .. Pemohon / Lembaga Perangkat
Aktivitas emohon 0ss/ Daerah/ | Verifikator | Kepala
Pelaku Aplikasi Dinas DPMPTSP | ppMPTSP Kelengkapan waktu Output
Usaha 0ss Teknis
1. Komputer Informasi
1. | Mencari informasi mengenai persyaratan dan (o el _ 2. Jaringan Internet/Wif Pendataran
kelengkapan berkas. 3. Aplikasi 0SS
- Melakukan pendaftaran Hak Akses {untuk yang M M%\z_x h man ZNBob__mﬁEr
belum ada Hak Akses) - L e perusa ol )
- Melakukan input data pelaku usaha {untuk yang ». zwﬁv oda Rena ﬁmw.ﬁw\_m MM_M: at
baru mendaftar OSS); v va m. KBLI 2020 mmw_ d M |
2| - Melakukan input data usaha L 6. Persyaratan Perizinan ﬁwzﬂ:ﬂq_amca
- zm_mwc_ﬁm.: proses Perizinan Berusaha sesuai Ad ' D mmh
dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan; 7. Data Administrasi
- Menggunggah dokumen pemenuhan 8. Data Teknis
ersyaratan terhadap perizinan yang diajukan. ) .
P 9. Dokumen lainnya
1. Komputer 7 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jaringan Internet/Wifi Terverifikasi
3 melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap ﬁ% A 3. Aplikasi 0SS
. kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi < 4. Kendaraan
dan teknis yang di unggah pelaku usaha. Operasional
Verifikator DPMPTSP melakukan verifikasi dan . 1. Komputer 30 menit | Persetujuan
4 validasi terhadap hasil verifikasifrekomendasi dari Tidak \ N 2. Jaringan Internet/Wifi Perizinan
' Perangkat Daerah Teknis Terkait < 3. Aplikasi 0SS
- . 1. Komputer 30 menit Izin Terbit/ SS
Kepala DPMPTSP melakukan validasi persetujuan _H 9 Jari . )
i : . Jaringan Internet/Wifi Terverifikasi
5. | dan penerbitan izin / sertifikat standar. U 3. Aplikasi 0SS
1. Komputer NIB dan Seriffikat | NIB dan lzin/
6 Pemohon mengunduh dan mencetak secara Dm%mm_. < 2. Jaringan Internet/Wifi Standar / Izin Sertifikat Standar
" | mandiri NIB dan lzin / Sertifikat Standar yang terbit 3. Aplikasi 0SS sebagai lzin Usaha
4. Printer
Total Waktu 10 hari kerja

Pemerintah....




D]

i

[ ENERE SR b A
)\-"&)
}l\fﬂ)
}\{)
g,
o —————
—
{PRLEMIANG B34
Y b 3 7

<
- T

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi ;
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T~

Ir. H. Gunawan, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
Sektor Pertanian

Nama SOP

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Menteri Kelauatan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk

Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

B wh

1. Memiliki kemampuan pelayanan

2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko.

4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Lembaga OSS

2. DPMPTSP Kota Palembang

3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang
4. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Lainnya Terkait Perizinan

1. Komputer dan printer.
2. Jaringan Internet

3. Aplikasi 0SS

4, KBLI 2020

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur.....
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Prosedur : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sektor Perikanan dan Pertanian

Pelaksana (aktor) Mutu Baku Ket.
No. - Pemohon / Lembaga Peranghat
Aktivitas ohz_v xo: 0ss/ Daerah/ | Verifikator |  Kepala
ool | Aplikasi | Dinas | DPMPTSP | opyPrsP Kelengkapan waktu Output
0SS Teknis
1. Komputer Informasi
1. | Mencari informasi mengenai persyaratan dan (oot ] ] 2. Jaringan Inernet/Wifi Pendataran
kelengkapan berkas. e 3. Apiikasi 0SS
- Melakukan permohonan pengajuan Perizinan W mw”.m_ wwwu_:_mqmmw Ww%ﬁﬁ: Terkirim
Berusaha UMKU pada Menu PB-UMKU di Tidak w. Data Teni honan:
aplikasi OSS: k_. omxm m=_,aw . permohonan:
- Melakukan input data/menggunggah dokumen ) 4 va ) ﬁ“v: M wamﬁﬂwms ﬁﬂﬂﬁwmﬁ
2 um:_ms,:cm: uwa,‘mﬁm: terhadap perizinan _ _|I sesuai dengan NSPK persyaratan)
yang diajukan; 44 Sektor Perizinan
- Melakukan persetujuan proses pengiriman 5. Alamat usaha
Dokumen Perizinan Berusaha UMKU sesuai m. NPWP
dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan. ’
1. Komputer 7 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jaringan Internet/Wifi Terverifikasi
3 melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap ﬂ_&t/ﬁ_ 3. Aplikasi 0SS
) kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi < 4. Kendaraan
dan teknis yang di unggah pelaku usaha. Operasiona
Verifikator DPMPTSP melakukan verifikasi dan ; 1. Komputer 30 menit Persetujuan
4 validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi dari Tidak \ AN 2. Jaringan Internet/Wifi Perizinan
' Perangkat Daerah Teknis Terkait. < 3. Aplikasi OSS
Kepala DPMPTSP melakukan validasi persetujuan \ m umﬂuﬁm q__:ms et Wif 30 ment zin Terbit
5. | dan penerbitan izin. _Hu 3 >u__xmmm 0SS
1. Komputer
5 Pemohon mengunduh dan mencetak secara @n 2. Jaringan Internet/Wifi PB-UMKU
’ mandiri lzin yang terbit 3. Aplikasi 0SS
4. Printer

Total Waktu

10 hari kerja

Pemerintah.....
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor ”
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi _
Tgl. Efektif ”
Disahkan oleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

& P

Ir. H. Gunawan, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

Nama SOP ;
Sektor Kesehatan

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada berusaha berbasis risiko.
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. Lembaga OSS 1. KTPINIK
2. DPMPTSP Kota Palembang 2. Akte Perusahaan/SK. AHU (bila perusahaan/badan hukum)
3. Dinas Kesehatan Kota Palembang 3. NPWP
4. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Lainnya Terkait Perizinan 4. Komputer dan printer.
5. Aplikasi OSS
6. KBLI 2020
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur...




Prosedur : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sektor Kesehatan

-24-

Pelaksana (aktor) Mutu Baku Ket.
No. . Pemohon / Lembaga | Perangkat
Aktvias Pelaku 0SS/ Daerah/ Vortlator | Xepaka Kelengkapan waktu Output
Usiha | Apikasi | Dinas | DPMPTSP | ppuprs gk
0ss Teknis
1. Komputer Informasi
1. | Mencariinformasi mengenai persyaratan dan . 2. Jaringan Infernet/Wif Pendataran
kelengkapan berkas. [ Jers | 3. Apliasi 0SS
- Melakukan permohonan pengajuan Perizinan w wwﬂ Mwwh:_mqmm_ Ww%ﬁm: Terkirim
Berusaha UMKU pada Menu PB-UMKU di Tidak u. Data Tenis permohonan;
aplikasi OSS; ' . '
- Melakukan input data/menggunggah dokumen A4 Ya 4 w%_”% HN“ Mﬁﬁm: ﬁﬂﬂﬂ%_@c
2 um..:m:.ém: persyaratan terhadap perizinan _ T sesuai dengan NSPK persyaratan)
yang digjukan; 4 Sektor Perizinan
- Melakukan persetujuan proses pengiriman 5. Alamat usaha
Dokumen Perizinan Berusaha UMKU sesuai m. NPWP
dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan. '
1. Komputer 20 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jaringan Internet/Wifi Terverifikasi
3 melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Tidsk /N Ya 3. Aplikasi 0SS
' kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi < 4. Kendaraan
dan teknis yang di unggah pelaku usaha. Operasional
Verifikator DPPMPTSP melakukan verifikasi dan . 1. Komputer 30 menit | Persetujuan
4 validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi dari Tidak \ N 2. Jaringan Internet/Wifi Perizinan
' Perangkat Daerah Teknis Terkait. < 3. Aplikasi 0SS
Kepala DPMPTSP melakukan validasi persetujuan M umﬂ.u“ﬁ”q_am metWif 30 menit lzin Terbit
5. | dan penerbitan izin / sertifikat standar. nw_ 3 >u=wmmm 085
1. Komputer
6 vmz._o.:_os :ﬁ:m:.:%: .%: mencetak secara _Umm_mi < 2 __qumm.s Internet/Wifi PB-UMKU
mandiri NIB dan lzin / Sertifikat Standar yang terbit 3. Aplikasi 0SS
4. Printer
Total Waktu 25 harikerja

Pemerintah.....
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor :
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif “
Disahkan oleh  : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

< e~

Ir. H. Gunawan, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

Nama SOP © Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

Sektor Perdagangan

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Perubahannya.

1. Memiliki kemampuan pelayanan

2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.

3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko.

4, Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Lembaga OSS

2. DPMPTSP Kota Palembang

3. Dinas Perdagangan Kota Palembang

4. Perangkat Daerah/Dinas Teknis Lainnya Terkait Perizinan

1. Komputer dan printer.
2. Jaringan Internet

3. Aplikasi 0SS

4, KBLI 2020

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

Prosedur.....




Prosedur : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKLU) Sektor Perdagangan

-26-

Pelaksana (aktor) Mutu Baku Ket.
No. . Lembaga | Perangkat
Aktivitas _...mh: A_u_”:: 0SS/ Daerah/ | Verifikator |  Kepaia
o | Apikasi | Dinas | DPMPTSP | ppypTsp Kelengkapan walkdu Output
0SS Teknis
1. Komputer [nformasi
1. | Mencari informasi mengenai persyaratan dan . 2. Jaringan Internet/Wifi Pendataran
Mul . O
elengkapan berkas (Mol |a-—>f | 3. Aplikasi OSS
- Melakukan pemohonan pengajuan Perizinan M MWM Mww_v_amqmm_ Wﬂwﬂﬁmz Terkirim
Berusaha UMKU pada Menu PB-UMKU di Tidak u, Data Tenis permohonan:
aplikasi OSS; . ) :
- Melakukan input data/menggunggah dokumen v va 4. w%__ﬂm_mﬂ“ﬂ_m_‘“ﬂwms ﬁﬂﬁﬂwwm:
2, 830:.:..6: uw@maﬁ: terhadap perizinan _ _l sesuai dengan NSPK persyaratan)
yang diajukan; A2 Sektor Perizinan
- Melakukan persetujuan proses pengiriman 5. Alamat usaha
Dokumen Perizinan Berusaha UMKU sesuai m‘ NPWP
dengan Bidang Usaha/KBLI yang diajukan. )
1. Komputer 14 hari Persyaratan
Perangkat Daerah Teknis Terkait Perizinan 2. Jaringan Internet/Wifi Terverifikasi
3 melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap E@K/ﬁ 3. Aplikasi 0SS
) kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi < 4, Kendaraan
dan teknis yang di unggah pefaku usaha. Operasional
Verifikator DPMPTSP melakukan verifikasi dan 1. Komputer 30 menit Persetujuan
4 validasi terhadap hasit verifikasirekomendasi dari Tidak f Yp 2. Jaringan Internet/Wifi Perizinan
' Perangkat Daerah Teknis Terkait < 3. Aplikasi 0SS
Kepaia DPMPTSP melakukan validasi persetujuan ! y ﬂﬂ_ﬁ”ﬂamsm%a 0menit | Izin Terbit
5. | dan penerbitan izin. _HW_ 3. Aplikasi 0SS
1. Komputer
6 Pemohon mengunduh dan mencetak secara Dmm_ o I 2. Jaringan Internet/Wifi PB-UMKU
’ mandiri 1zin yang terbit 3. Aplikasi 0SS
4. Printer
Total Wakiu 20 hari kerja

Pemerintah.....
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